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PUTUSAN
Nomor 269 K/ITUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:
A S M A DI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Parit Tuan Ahmad, RT.002 RW.001, Desa Sungai
Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Daniel Pratama, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Hukum “EDY-DANIEL & Associates”,
beralamat di Kabupaten Rokan Hilr, Provinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/A-
ED/SKK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan
COKRO HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Dusun Suka Damai, RT.25 RW.12,
Desa/Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pekerjaan Petani/
Pekebun;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Wismar Harianto, S.H.,
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Hukum Wismar Riau, beralamat di
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 007/A-WR/SK/PTUN/I/2022, tanggal 18
Januari 2022;
Termohon Kasasi;
Dan

BUPATI ROKAN HILIR, tempat kedudukan di Jalan Arena
MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi,
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Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir
Nomor: 61/DPMD/2021 Tertanggal 25 Januari 2021 tentang
Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu
Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Rokan Hilir Nomor: 61/DPMD/2021 Tertanggal 25 Januari 2021 tentang
Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu
Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel);

- Gugatan Kurang Pihak/ Tidak Lengkap;

Eksepsi Tergugat Il Intervensi:

- Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor
22/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 22 Juli 2021, kemudian di tingkat banding
putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan dengan Putusan Nomor 206/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 22
Desember 2021;
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Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2021, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 4 Januari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan
Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 17 Januari
2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada
tanggal 17 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat
untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 206/B/2021/PT.TUN.MDN, Tanggal 21 Desember 2021;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
22/G/2021/PTUN.PBR, Tanggal 22 Juli 2021.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Januari
2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 61/DPMD/2021 Tertanggal 25 Januari
2021 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat
Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang

diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan
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ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek
gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan
keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat
diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak
diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak
diterima, Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain
yang terkait;

MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: A S M A D |,
tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. Irffan Fachruddin, S.H.,
C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.,
dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis dengan dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd/. ttd/.
Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irffan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp 480.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001
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